GUBERNUR LAMPUNG

EEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGER! NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( PKB ) DAN BEA BALIK NAMA
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KENDARAAN BERMOTOR { BBN-KB )
TAHUN 2003

GUBERNUR LAMPUNG,
bahwa dengan ditetapkannva Keputusan Menten Delam Negen

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Fengenaan Pajak
Keridaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendarsan Bermotor Tahun

2003, maka untuk pelaksanaannya. di Propinsl Lampung periu diatur

dengan Keputusan Gubemur;

bahwa untuk pelaksanaan maksud hurt a tersebut dialas: dan sesuai
ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2003, dipandang peru memberlakukan secars Mutatie Mutandis

Kepm.lsan Menteri Dalam Megeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bemmator { PKB ) dan
Bea Ballk Nama Kendarman Bermotor ( BEN-KB } Tahun 2003 dan
menetapkannya dengan Kepulusan Gubernur Lampung |

Undang - undang anor 14 Tahun 1964 tenteng Fembentuken
Daerah Tingkat | Lampung,

Undang — l.ndmg Nernor 14 Tahun 1892 tenfang Lalu Lintas
dan Angkutan Jatan;

Undang —undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah,
Untiang-undarg Neomor 25 Tahuri 1999 tertang Permbangan Keuangan
antara Pémenntah Pusat dan Daerah,

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1987 tertang Pajak Daerah dan

Hetribusi: Daerah sebagaimana telsh diubah dengan Undang-Undang
Norrior 34 Tahun 2000,
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudi,
. Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propins! sebagai Daerah Otonom:
Peraturan Pemerintah Nomeor 105 Tahun 2000 tentang Pengeiolaan dan
Keuangan Daaerah

. Peraturari Pemerintah Nomor 65 Tanun 2007 tentang Pajak Daerah;
. Peraturan Daerah Propinsi Larrcpur@ Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak

Kendaraan Semator (PKB §;
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Balik Nama Kendaraan Bemotor { BBN-KE ),

Peraturari Menteri Dalam MNeged MNomor 3 Tahin 1991 ‘tentang
Pegoman Pemungutan Pajak Kendaraan Benmator;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1891 tentang
Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermator;



Menetapkan

3. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penghitungan Dasar Pengensan Pajak  Kendaraan Bemmotor
dan Bea Balik Nama Kendarsan Bermotor Tahun 2003

4 Surat Keputusan Bersams Kepala Kepolisian Republik Indonesi,
Direktiir Janderal Pemerintafian Umim dan Otonomi Daerah, dan
Direidur Utama PT. Jasa Raharia {Persero) Nomor: Skep/D6X/1399,
Nomor. 873-1208, Nomor: SKEPM2/%/1989 tentang Pedoman Tala
Laksana Sistern Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda Momor Kendaraan Benmetor, Surat’ Tanda
Coba Kendaraan Bermator, Tanda Nomor Kendaraan Bermotar, Tanda
Coba Kendaraan Bemnotor Dan Pemungutan Paak Kendaraan

ermator, Bea Baltk Nama Kendarsan Bermnotor Serta ‘Sumbangan
{ajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan

MEMUTUSKAN .

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN.
MENTERI DALAM NEGER| NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2003.
Pagal =

Membertakukan secara: Mutatis: Mutandis Keputusan Menteri Dalam MNegeri
Normor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Fajgk Kendaraan Bemotor dan Bea  Ballk Nema Kendarsan
Bermaotor Tahun 2003 di Propinsi Lampung

Melimpahkan wewenang kepada: Kepafa Danas Pendapatan Propinsi Lampung.
urtuk menetapkan Daser Perigenaani Pajak Kendaraan Benriotor, Bea Balik.

Nama Kendaraan Bemmotor dan Dasar Penganaan Pajak Kendaraan Bermotor
( F'KBJ atas Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang belum tercantum
alam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 15 Tahun 2003,

Pasal 3
Dasar Pengenaan Pajak Ker for { PKB ) ditetap g
berikut :
a Untuk = Usmum set 1% ( satu persen ) ;
b. umxendaraansmotormmunmseheﬁr15%[samm1m

persen ) ;
. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alet Berat dan Alat-alat Besar 05% { nol
koma fima persen )

Pasal 1

Hal — hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
mﬁmmm berpedoman kepada | 1 perundang-undangan yang




Pasal §

Dengan berlakunya Keputusan irii, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor
21 Tahun 2002 Ianggal 8 Juni 2002 tentang Memberlakukan Sec:ara Mutatis
Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 30
April 2002 tertang Perglilungean Dasar Pengensan Pajak Kendaraan Bermotar
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Tahun 2002.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketertuan apabila
dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan ini akan diadakan

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 25 = 9 - 2003.

MENTERI DALAM NEGER!

Selaku Pembina
Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah Propinsi Lampung

dio

HARI SABARNO



